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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum
mengenai pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 12 P/HUM/2025, khususnya terkait kewenangan
pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Penetapan PIK 2 sebagai PSN menimbulkan persoalan
mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam
penataan ruang, perizinan, serta pengawasan lingkungan. Selain
itu, pencabutan status PSN tidak serta-merta menyelesaikan
proyek dan perizinan yang telah berjalan sebelumnya. Persoalan
tersebut juga dikaji dalam perspektif Maslahah, yaitu apakah
pencabutan mampu mencegah mafsadah serta mewujudkan
kemaslahatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi
yuridis pencabutan status PSN PIK 2 terhadap pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia dan menganalisis urgensi
pencabutan tersebut dalam perspektif Maslahah. Penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
metode deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif
normatif melalui argumentasi hukum.

Hasil ~ penelitian =~ menunjukkan bahwa  Putusan
Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025 memulihkan
kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang,
perizinan, dan pengawasan lingkungan dalam kerangka
otonomi daerah. Namun, pencabutan tersebut belum
sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum karena proyek dan
perizinan yang telah berjalan sebelumnya masih berpotensi
menimbulkan tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian
hukum. Dalam perspektif Maslahah, pencabutan status PSN
PIK 2 merupakan langkah korektif yang dapat dikategorikan
sebagai Maslahah karena bertujuan mencegah mafsadah dan
melindungi kepentingan masyarakat. Namun, kemaslahatan
tersebut belum optimal tanpa evaluasi terhadap perizinan,
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penataan ruang, perlindungan masyarakat, dan pemulihan
lingkungan.

Kata Kunci: PSN, PIK 2, Putusan Mahkamah Agung, Otonomi
Daerah, Maslahah.
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ABSTRACT

This research is motivated by legal issues concerning
the revocation of the National Strategic Project (PSN) status of
Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 based on Supreme Court Decision
Number 12 P/HUM/2025, particularly regarding the authority
of regional governments in implementing regional autonomy.
The designation of PIK 2 as a PSN raised issues concerning the
authority of central and regional governments in spatial
planning, licensing, and environmental supervision. In
addition, the revocation of PSN status does not automatically
resolve projects and licenses that had been implemented
previously. These issues are also examined from the perspective
of Maslahah, namely whether the revocation can prevent
mafsadah and realize public welfare and environmental
protection.

This research aims to analyze the juridical implications
of the revocation of PIK 2’s PSN status for the implementation
of regional autonomy in Indonesia and to examine the urgency
of the revocation from the perspective of Maslahah. This
research uses library research with a descriptive-analytical
method. The approaches used are the statutory approach and
the conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary
legal materials are analyzed through normative qualitative
analysis using legal argumentation.

The results show that Supreme Court Decision Number
12 P/HUM/2025 restores regional government authority in
spatial planning, licensing, and environmental supervision
within the framework of regional autonomy. However, the
revocation has not fully resolved the legal issues because
previously implemented projects and licenses may still cause
regulatory overlap and legal uncertainty. From the perspective
of Maslahah, the revocation of PIK 2’s PSN status is a
corrective measure that can be categorized as Maslahah
because it aims to prevent mafsadah and protect the public
interest. However, such benefits cannot be fully achieved
without evaluating existing licenses, spatial planning,
community protection, and environmental restoration.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin

yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak tidak
dilambangkan | dilambangkan
o Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< Sa’ S es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal V4 ze (dengan titik di
atas)
B Ra’ R Er
B Zai Zet
o Sin S Es
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o Syin Sy es dan ye
ua Sad S es (dengan titik
di bawah)
o) Dad D de (dengan titik
di bawah)
b Ta’ T te (dengan titik
di bawah)
L 7a 4 zet (dengan titik
di bawah)
& ‘Ain ¢ Koma terbalik
di atas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
2 Mim M ‘em
O Nun N ‘en
B Waw W W
° Ha’ H Ha
¢ Hamzah ; Apostrof
< Ya’ Y Ye
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II. Konsonan ragkap karena syaddah ditulis rangka

ks ditulis Hikmah
ik Ditulis Ulah
III. Ta’ marbiitah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis dengan 4
53l Ditulis al-Ma’idah
Lol Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang

sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat,

salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 4.

calidl 4 i ditulis Mugaranah al-
Mazahib
IV. Vokal Pendek
1. - fathah ditulis A
2, | =" — Kasrah ditulis I
3. —miim e dammah ditulis U
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V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis A
il ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis A
4 ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis I
i ditulis al-‘Alwani
4. Dammah + wawu mati ditulis U
asls ditulis ‘Uliim
VI. Vocal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis Ai
o ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis Au
Jg ditulis Qaul
VII. Vocal pendek yang berurutan dalam satu Kkata
dipisahkan dengan apostrof
}ﬁii ditulis a’antum
el ditulis u’iddat
ks ditulis la’in syakartum
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VIII. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ja ditulis Al-Qur’an

ol ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti  huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,

serta menghilangkan huruf/ (el) nya.

) ditulis ar-Risalah

| ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

gl Al ditulis Ahl ar-Ra’yi
L ditulis Ahl as-Sunnah
vl g4 ditulis Zawt al-Furid

X. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan
huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
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permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri,

bukan huruf awal kata sandangnya.

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a.

C.

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia
dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,

misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab,
Figh Mawaris, Figh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin,
misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan

sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata
Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan

sebagainya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu
instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan
umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pembangunan
membutuhkan dukungan infrastruktur dan proyek
yang mempunyai tingkat kepentingan tinggi terhadap
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan,
penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Atas dasar kebutuhan
tersebut, Pemerintah membentuk kebijakan Proyek
Strategis Nasional (PSN) sebagai salah satu instrumen
percepatan pembangunan nasional.

Secara normatif, pengaturan mengenai PSN
pertama kali dituangkan melalui Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut
kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu
melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017,

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan

1
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terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.'

Dalam  perkembangan regulasinya, PSN
merupakan  proyek yang dilaksanakan  oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan
usaha yang bersifat strategis untuk peningkatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah. Pelaksanaan PSN dapat
menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari
anggaran  Pemerintah  maupun  nonanggaran
Pemerintah.” Dengan demikian, PSN  bukan
merupakan suatu bentuk badan hukum ataupun jenis
proyek tertentu, melainkan suatu status kebijakan
pembangunan yang diberikan kepada proyek yang
dinilai mempunyai sifat strategis bagi pembangunan
nasional.

Keberadaan PSN mempunyai konsekuensi
hukum yang penting karena Pemerintah memberikan

berbagai bentuk kemudahan dalam pelaksanaannya.

! Lihat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2 Lihat Perpres Nomor 109 Tahun 2020 mengubah beberapa
ketentuan Perpres 3/2016 dan merupakan salah satu dasar utama
penyelenggaraan PSN.
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Hal tersebut diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional. PP tersebut
mengatur  fasilitas  kemudahan  pada  tahap
perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, serta
operasi dan pemeliharaan. Selain itu, diatur pula
mengenai  kemudahan pengadaan, penanganan
dampak sosial, penyelesaian permasalahan hukum,
dan pelaporan perkembangan pelaksanaan PSN.?

Dengan adanya berbagai kemudahan tersebut,
penetapan suatu proyek sebagai PSN mempunyai arti
penting dari perspektif hukum administrasi negara.
Status tersebut dapat memberikan konsekuensi
terhadap proses perencanaan, perizinan, pengadaan,
penyediaan infrastruktur, penanganan dampak sosial,
serta koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan badan usaha. Oleh karena itu, penetapan
PSN harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang
sah dan tetap memperhatikan hierarki peraturan
perundang-undangan.

Dalam  perkembangannya,  daftar =~ PSN
mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional. Perubahan daftar tersebut

dilakukan melalui peraturan yang diterbitkan oleh

3Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
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Pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional beserta
berbagai perubahannya. Salah satu perubahan tersebut
adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Perubahan = Keenam atas Peraturan  Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis
Nasional.*

Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024
ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dan mulai
berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024. Peraturan
tersebut mengubah daftar PSN sebagaimana
tercantum dalam lampiran Permenko Perekonomian
Nomor 7 Tahun 2021. Dalam perubahan tersebut
terdapat sejumlah proyek baru yang ditetapkan
sebagai PSN, termasuk Proyek Pengembangan Pantai
Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland.’

PIK 2 Tropical Coastland merupakan bagian
dari pengembangan Green Area dan Eco-City yang
berlokasi di Provinsi Banten. Pemerintah menjelaskan

bahwa kawasan yang dimaksud sebagai PSN bukan

4Lihat Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024
tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

3 [bid., hlm. 3.
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keseluruhan kawasan PIK 2, melainkan proyek
pengembangan ekowisata Tropical Coastland dengan
rencana luas sekitar 1.755 hektare. Proyek tersebut
diarahkan sebagai destinasi pariwisata berbasis hijau
dan dirancang untuk mengakomodasi kawasan wisata
mangrove sebagai salah satu mekanisme pengamanan
pesisir secara alami.®

Dengan demikian, terdapat perbedaan penting
antara kawasan PIK 2 secara keseluruhan dengan PIK
2 Tropical Coastland yang memperoleh status PSN.
Pemerintah secara khusus menegaskan bahwa PSN di
kawasan PIK 2 hanya mencakup pengembangan
ekowisata Tropical Coastland. Penegasan tersebut
penting karena dalam berbagai pemberitaan publik
istilah  “PSN  PIK 2” sering digunakan untuk
menggambarkan keseluruhan kawasan PIK 2, padahal
secara yuridis objek yang dicantumkan dalam daftar
PSN adalah proyek pengembangan PIK 2 Tropical
Coastland.

Penetapan PIK 2 Tropical Coastland sebagai
PSN kemudian menimbulkan persoalan hukum yang
berkaitan dengan dasar kewenangan, kesesuaian

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

¢ Kemenko Perekonomian “PSN di Kawasan PIK 2 Hanya
yang Terkait Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland”, Siaran
Pers  Nomor  HM.4.6/16/SET.M.EKON.3/01/2025, Sumber
ekon.go.id., (Jakarta, 19 Januari 2025), Diakses 15 Agustus 2026.
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tinggi, tata ruang, kawasan hutan, serta perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan tersebut
kemudian diajukan melalui mekanisme hak uji
materiill kepada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Permohonan hak uji materiil tersebut diajukan
terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang
Lampiran I huruf M Nomor 226 mengenai Proyek
Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical
Coastland. Perkara tersebut diajukan oleh Pemuda
Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) dan
kemudian diperiksa serta diputus oleh Mahkamah
Agung melalui Putusan Nomor 12 P/HUM/2025.”

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung
menguji ketentuan mengenai pencantuman PIK 2
Tropical Coastland dalam daftar PSN terhadap
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Salah satu peraturan yang menjadi dasar pengujian
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021
tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional,
khususnya ketentuan mengenai perubahan daftar PSN.
Selain itu, perkara tersebut juga berkaitan dengan

ketentuan  mengenai  kehutanan, perlindungan

7 Lihat Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2025.



lingkungan hidup, dan penataan ruang.

Aspek kehutanan menjadi relevan karena
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan mengatur mengenai penyelenggaraan
kehutanan, termasuk pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan. Undang-undang tersebut
juga menempatkan hutan sebagai salah satu sumber
daya yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.®

Demikian pula dari aspek lingkungan hidup,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional
harus diselenggarakan berdasarkan prinsip
pembangunan  berkelanjutan dan  berwawasan
lingkungan. Ketentuan tersebut menjadi relevan
dalam menilai suatu proyek pembangunan yang
memiliki dampak terhadap lingkungan dan wilayah
pesisir.’

Dari aspek tata ruang, Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur
bahwa penyelenggaraan penataan ruang meliputi

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

8Lihat UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-undang
tersebut juga menekankan prinsip keterpaduan,
keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan
keadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang.'”

Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan
Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 yang menjadi titik
penting dalam persoalan hukum PIK 2 Tropical
Coastland. Berdasarkan putusan tersebut, objek
permohonan adalah Permenko Perekonomian Nomor
12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor
226 mengenai Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical
Coastland.

Putusan tersebut mempunyai arti penting karena
menyangkut  keberlakuan dasar hukum yang
menempatkan PIK 2 Tropical Coastland sebagai salah
satu PSN. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung
tersebut, muncul persoalan mengenai bagaimana
kedudukan hukum PIK 2 Tropical Coastland sebagai
PSN setelah putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting
apabila dikaitkan dengan karakter PSN yang
memperoleh berbagai kemudahan dalam proses
pembangunan. Apabila dasar hukum penetapan suatu

proyek sebagai PSN dinyatakan tidak mempunyai

10UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



9

kekuatan hukum mengikat, maka perlu dianalisis
lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap status
proyek tersebut, kebijakan pemerintah yang telah
diterbitkan, serta tindakan administratif yang mungkin
telah dilakukan berdasarkan status PSN sebelumnya.

Selain itu, perlu dibedakan antara pencabutan
status PIK 2 Tropical Coastland sebagai PSN dengan
penghentian seluruh kegiatan pembangunan PIK 2.
Kedua hal tersebut merupakan dua persoalan hukum
yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung berkaitan
dengan pengujian norma yang mencantumkan PIK 2
Tropical Coastland dalam daftar PSN, sehingga
penelitian perlu mengkaji secara khusus sejauh mana
putusan tersebut memengaruhi status PSN dan bukan
secara otomatis menyimpulkan bahwa seluruh
kawasan PIK 2 sebagai kawasan pembangunan
menjadi batal.

Dalam perspektif hukum administrasi negara,
persoalan tersebut menunjukkan adanya hubungan
antara kewenangan pemerintah dalam menetapkan
kebijakan pembangunan nasional dengan prinsip
negara hukum. Pemerintah memang mempunyai
kewenangan untuk menetapkan dan mengubah daftar
PSN, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak

boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang



10
lebih tinggi.!!

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12
P/HUM/2025 dengan demikian menjadi penting untuk
dikaji karena menunjukkan bahwa kebijakan
pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah tetap
dapat diuji melalui mekanisme yudisial. Status suatu
proyek sebagai PSN tidak dengan sendirinya
membuat kebijakan tersebut terbebas dari pengujian
mengenai aspek kewenangan, prosedur, maupun
kesesuaian materi muatan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan wuraian tersebut, permasalahan
mengenai PIK 2 Tropical Coastland tidak hanya
berkaitan dengan pembangunan kawasan pariwisata,
tetapi juga menyangkut persoalan kedudukan hukum
PSN, kewenangan Pemerintah dalam menetapkan
daftar PSN, hierarki peraturan perundang-undangan,
tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta
akibat hukum putusan Mahkamah Agung terhadap
kebijakan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai “Eksistensi
Pencabutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah
Kapuk 2 di Indonesia Berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025” menjadi

""Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan
hukum PIK 2 Tropical Coastland sebagai PSN, dasar
pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam
menguji status proyek tersebut sebagai PSN, serta
akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12
P/HUM/2025 terhadap eksistensi dan status hukum
proyek tersebut.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis pencabutan status

PSN PIK 2 terhadap pelaksanaan otonomi daerah

di Indonesia?

2. Bagaimana urgensi pencabutan status PSN PIK 2
dalam perspektif Maslahah ?
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah
diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki
cakupan sebagai berikut:

a. Menganalisis implikasi yuridis pencabutan
status PSN PIK 2 terhadap pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia.

b. Menganalisis urgensi pencabutan status PSN
PIK 2 dalam perspektif Maslahah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan
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mampu memberikan sumbangan pemikiran
terhadap  daerah  mengenai  pemulihan
kewenangan daerah (re-desentralisasi) setelah
intervensi hukum melalui putusan Mahkamah
Agung. Serta mengembangkan konsep politik
islam terkait peran penguasa daerah dalam
menjaga kemaslahatan publik (Maslahah)
sebagai dasar pengembalian kebijakan.
b. Secara Praktis
Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan
mampu menjadi panduan atau bahan
pertimbangan dalam mengambil langkah
hukum dan administratif audit tata ruang dan
peninjauan perizinan terhadap proyek PIK 2
pasca pencabutan status PSN. Serta memberi
edukasi dan argumentasi hukum bagi
masyarakat terdampak serta praktisi hukum
dalam memperjuangkan hak-hak ruang hidup
yang sesuai dengan aturan tata ruang daerah.
D. Telaah Pustaka
Pertama, Penelitian oleh Clement Alexandrico
Waruwu dari Universitas Diponegoro pada tahun
2025 dengan menganalisis “Dampak Proyek
Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 terhadap Sosial dan
Ekonomi  Masyarakat ~Kecamatan  Teluknaga,

Tangerang” dengan metode kualitatif deskriptif
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melalui observasi, wawancarca, dan studi pustaka.
Hasil menunjukkan proyek reklamsi ini mengganggu
aktivitas nelayan, menyebabkan konflik, penurunan
kualitas hidup, serta kerugian ekonomi seperti
hilangnya lahan dan meningkatkan pengangguran.
Proyek dinilai tidak berkelanjutan karena minimnya
partisipasi masyarakat dan ketimpangan manfaat.
Penelitian merekomendasikan pendekatan inklusif,
kompensasi adil, dan pengawasan ketat untuk
meminimalkan  dampak negatif pembangunan
tersebut.!?

Kedua, Penelitian oleh Ahmad Rizal Roby
Ananta dkk, dari Universitas Airlangga dan
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi pada tahun
2024 dengan mengkaji “Fenomena Pemagaran Laut di
Pantai Indah Kapuk 2 sebagai bagian dari Proyek
Strategis Nasional”, dengan metode hukum normatif.
Hasil  menunjukkan = bahwa  pemagaran  ini
mencerminkan ketidaktegasan pemerintah dalam
menjaga  keadilan dan  ketahanan  nasional,

mengabaikan  hak;t masyarakat pesisir, serta

12 Clement Alexandrico Waruwu, “Kebijakan Reklamasi
Pantai Indah Kapuk 2: Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi
Masyarakat Kecamatan Teluknaga”, Journal of Politic and
Government Studies, Vol. 14, No. 2, (Semarang: Universitas
Diponegoro, 2025).
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menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi.
Kelemahan pengawasan dan regulasi memperburuk
dampak negatif tersebut. Penelitian menekankan
pentingnya  langkah  tegas pemerintah dalam
peninjauan kebijakan, penguatan pengawasan dan
partisipasi masyarakat agar pembangunan pesisir
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjaga
keutuhan bangsa.'?

Ketiga, Penelitian Mukmin Zakie dari
Universitats Islam Indonesia pada tahun 2023 dengan
mengkaji “Tarik Ulur Kewenangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek
Strategis Nasional” dengan metode hukum normatif.
Hasil menunjukkan bahwa meski daerah memiliki
kewenangan penataan ruang, kewenangan ini
berkurang atau hilang saat Proyek Strategis Nasional
dijalankan  karena  pemerintah  pusat  dapat
mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (RKKPR) yang
mengesampingkan aturan daerah demi percepatan
proyek.  Hal ini  menyebabkan  sentralisasi
kewenangan, potensi konflik antar lembaga dan

masyarakat terdampak, serta kekhawatiran terhadap

13 Ahmad Rizal Roby Ananta, dkk,, “Fenomena Pagar Laut
di PIK 2 sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan
Nasional”, Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan, Vol. 1, No.
2, (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945, 2025).
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lemahnya asas kehati-hatian dan legalitas dalam
pengelolaan ruang karena proses RKKPR yang
cepa‘[.14

Keempat, Penelitian Insan Harapan Harahap dan
dan Nana Suryana pada tahun 2019 dengan mengkaji
“Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta
beserta Dampaknya”, dengan metode yang digunakan
ialah kualitatif deskriptif. Hasil ~menunjukkan
reklamasi ini kontroversi karena masalah hukum,
korupsi dan benturan kepentingan. Meski memberikan
manfaat seperti penambahan lahan, pengurangan
erosi, dan lapangan kerja. Namun dampak negatifnya
begitu signifakan, meliputi kerusakan ekosistem,
perubahan aliran air, penurunan kualitas lingkungan,
serta gangguan terhadap nelayan. Penelitian ini
menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan
antara manfaat ekonomi dengan aspek lingkungan dan
sosial agar tidak menimbulkan masalah serius di masa
depan.

Kelima, Penelitian Rudy Max Damara Gugat

4 Mukmin Zakie, “Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan
Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional”, Jurnal
Prosiding Seminar Hukum Aktual, Vol. 1, No. 3, (Universitas Islam
Indonesia, 2023).

5 Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana, “Urgensi
Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang
Ditimbulkan,” Jurnal Tata Loka, Vol. 21, No. 4, (Planologi Undip,
2019).
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dkk, pada tahun 2022 dengan judul yang mengkaji
“Relasi Kekuasaan antara Pemerintah Provinsi,
Masyarakat Terdampak, dan LSM dalam Revitalisasi
Teluk Jakarta”. Metode yang digunakan ialah
kualitatif studi kasus dan teori power cube. Hasil
menunjukkan pemerintah daerah dominan dengan
pengambailan keputusan tertutup (closed space) dan
menggunakan visible dan hidden power untuk
mengendalikan kebijakan. Masyarakat dan LSM
berusaha melawan melalui visible power dan claimed
space, serta memperkuat kapasitas masyarakat lewat
power within. Ruang partisipasi yang disediakan
pemerintah bersifat terbatas (invited space), sehingga
keputusan akhir tetap dikuasai pemerintah. Hubungan
ini  memperlihatkan  konflik, kolaborasi, dan
perlawanan  dengan kritik bahwa revitalisasi
melanjutkan praktik reklamasi yang merugikan
nelayan dan lingkungan.'¢

Keenam, Penelitian Ratna Ayu Pawestari
Kusuma Dewi dkk, pada tahun 2024 dengan
mengkaji “Resiko Pembangunan Berkelanjutan di

Kota Probolinggo dari aspek ekonomi, ekologi,

16 Rudy Max Damara Gugat, Faisal Abubakar, dan Rina
Susanti, “Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, Masyarakat dan LSM
pada Revitalisasi Teluk Jakarta,” Jurnal IJD, Vol. 4, No. 1,
(Universitas Medan Area, 2020).
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dan sosial”. Metode dengan pendekatan campuran
explanatory sequential design. Hasil survey dan
wawancara  mendalam  menunjukkan  resiko
pembangunan tergolong rendah hingga sedang.
Pengelolaan ekonomi yang baik meski inflasi masih
jadi tantangan, motigasi ekologi yang efektif, serta
perkembangan sosial positif terkait akses layanan
dan kesehatan mental. Namun ketidakmerataan
distribusi manfaat dan pontensi konflik sosial perlu
mendapat perhatian. Penelitian ini menegaskan
pentingnya pengelolaan resiko sosial, ekonomi, dan
lingkungan dalam  perencanaan  pembangunan
berkelanjutan yang holistik untuk kesejahteraan
masyarakat dan  kelestarian  lingkungan  di
Probolinggo.!’

Ketujuh, Penelitian Reyhan Attallah Mahendra
dan Tart Purwanti pada tahun 2023 dengan
menganalisis “Dampak Proyek Reklamasi Pantai
Ancol Jakarta Utara”. Menggunakan perspektif
antropologi  pembangunan serta metode yang
digunakan ialah studi pustaka. Hasil menunjukkan
reklamsi menyebabkan perubahhan sosial yang

signifikan, terutama pada nelayan tradisional yang

17 Ratna Ayu, dkk, “Relevansi Pembangunan Berkelanjutan
dengan Risiko di Kota Probolinggo”, Jurnal PERSPEKTIF, Vol. 13,
No. 3, (Universitas Medan Area, 2024).
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kehilangan mata pencaharian, serta dampak ekonomi
berupa peluang kerja dan pengembangan pariwisata,
namun juga resiko kenaikan biaya hidup dan
kesenjangan sosial. Dampak lingkungan meliputi
kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya mangrove,
penurunan keanekaragaman hayati, serta
meningkatnya resiko banjir dan erosi. Penelitian ini
menekankan pentingnnya penilain dampak yang
komperehensif dan pengelolaan adaptif agar
pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan mampu
meminimalkan dampak negatif sekaligus
memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal.'8
Kedelapan, Penelitian Yunita Dwi Rahmayanti
dan V. Indah Sri Pinasti pada tahun 2017 dengan
mengkaji “Keberadaan Objek Wisata Waduk Sermo
terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat
Dusun Sermo, Kulon Progo. Metode yang digunakan
ialah  kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan
perubahan sosial berupa pola pikir yang lebih maju
dan interaksi sosial yang kompak melalui kelompok
wisata. Secara ekonomi, terjadi pergeseran mata
pencaharian ke sektor pariwisata yang meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta

18 Reyhan Atallah Mahendra dan Tari Purwanti, “Analisis
Dampak Proyek Pembangunan Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Utara
terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tinjauan Kritis”, Jurnal
Ilmiah Kajian Antropologi, Vol. 6, No. 1, (Endogami, 2023).
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munculnya lapangan kerja dan akses jalan yang lebih
baik. Namun dampak negatifnya berupa pengaruh
gaya hidup kebarat-baratan dan penyalahgunaan lahan
wisata juga muncul. Secara keseluruhan, keberadaan
waduk sermo memberikan dampak sosial ekonomi
yang kompleks namun mayoritas positif, dengan
tantangan  terkait pelestarian lingkungan dan
perubahan gaya hidup yang perlu diperhatikan.!”
Kesembilan, Penelitian oleh Muhammad Haykal
Abdul Ghanie Djamil dkk, pada tahun 2022 dengan
mengkaji “Dampak Reklamasi Di Pantai Utara
Jakarta” menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Hasil  menunjukkan  reklamasi  menyebabkan
kerusakan lingkungan serius seperti penurunan
kualitas air, sedimentasi, hilangnya habitat mangrove,
serta menurunnya produktivitas ikan yang berdampak
pada pendapatan nelayan yang menurun akibat
terbatasnya akses laut dan kondisi perairan yang
memburuk. Namun secara ekonomi, reklamasi
membuka peluang kerja baru di sektor kontruksi dan
jasa, meningkatkan pendapatan sebagian warga.

Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan langkah

% Yunita Dwi Rahmayanti dan V. Indah Sri Pinasti,
“Dampak Keberadaan Objek Waduk Sermo terhadap Perubahan
Sosial Ekonomi Masyarakat di Sermo, Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 1, No. 1,
(Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).
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pengendalian melalui revisi regulasi, pembentukan
badan pengelola, dan audit lingkungan independen
dengan melibatkan masyarakat. Penelitian ini
menekankan  pentingnya  keseimbangan  antara
pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan
perlindungan hak masyarakat pesisir agar reklamasi
dapat berjalan berkelanjutan dan adil.?°

Kesepuluh, Penelitian oleh Hikmah dkk, pada
tahun 2018 dengan judul “Reklamasi di Teluk
Jakarta dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat
Nelayan Cilincing, Jakarta Utara”. Metode yang
digunakan ialah kualitatif dengan studi kasus dan
dengan teknik triangulasi dan snowball sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reklamasi di
teluk Jakarta menyebabkan perubahan sosial pada
masyarakat nelayan di Cilincing, termasuk hilangnya
sumber pendapatan dari budidaya kerang hijau,
perubahan pola aktivitas penangkapan ikan, dan
perubahan struktur sosial serta sistem gender. Banyak
nelayan Dberalih ke pekerjaan lain, sementara
perempuan yang sebelumnya terlibat  dalam

pengolahan perikanan kini kesulitan. Penulis ini

20 Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamila, Muhammad
Rizki Gumilang, dan Dedi Hantono, “Dampak Reklamasi terhadap
Lingkungan dan Perekonomian Warga Pesisir di Jakarta Utara”,
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 18, No. 3, (2022).
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merekomendasikan pemerintah memberi bantuan
mata pencaharian alternatif dan skema dukungan agar
nelayan dapat beradaptasi dan meningkatkan
perekonomian mereka.?!

Berdasarkan  keseluruhan  kajian  tersebut,
terdapat celah penelitian (research gap) yang belum
banyak dikaji, yaitu analisis mengenai eksistensi
pencabutan status PSN PIK 2 berdasarkan Putusan
MA Nomor 12 P/HUM/.2025 yang dilihat dari
perspektif  legalitas  kebijakan, cacat yuridis
(kewenangan, prosedur, dan substansi), serta
implikasi putusan lembaga peradilan terhadap
legitimasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga
menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan
analisis hukum positif dengan perspektif maslahah untuk
menilai keseimbangan antara kemanfaatan pembangunan
dan potensi kemudaratan yang ditimbulkan dalam prinsip
otonomi daerah dan Maslahah dalam satu kerangka
kajian yang komprehensif. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian
sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru

dalam memahami dinamika hukum di balik

2 Hikmah, Armen Zulham, dan Zahri Nasution, “Reklamasi
di teluk Jakarta dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Nelayan di
Cilincing, Jakarta Utara”, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan
dan Perikanan, Vol. 8, No. 1, (2018).
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pencabutan status PSN di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1.

Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari
konsep desentralisasi, yaitu penyerahan urusan
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
daerah otonom. Secara filosofis, teori ini berpijak
pada prinsip bahwa pemerintah daerah memiliki
pemahaman yang lebih baik, lebih ketat dan lebih
akurat mengenai kebutuhan serta karakteristik
wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat.

Teori otonomi daerah merupakan bagian
dari konsep desentralisasi, yaitu penyerahan
sebagian  kewenangan  pemerintahan  oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak,
wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk
mengelola kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi, menurut Ni’matul Huda
dalam bukunya “Otonomi Daerah”, bukan sekedar
pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

penyelenggaraan pemerintahan Negara antara
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pemerintah pusat dan satuan tingkat lebih rendah.
Sistem  desentralisasi mengandung makna
pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah
terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan
melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan.??

Hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dilihat dari pelaksanaan fungsi
pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu
seperti ditulis Ni’matul Huda, menunjukkan:?}

a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel
dalam memenuhi berbagai perubahan yang
menjadi dengan cepat.

b. Satuan-satuan desentralisasi dapat
melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih
efisien.

Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.

d. Satuan-satuan  desentralisasi ~ mendorong
tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi dan
lebih produktif.

Secara normatif, otonomi daerah juga

diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

22 Ni’'matul Huda, Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), hlm. 85-86.
23 Ibid., hlm, 89.
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Teori Maslahah

Al-maslahah merupakan salah satu konsep
dalam ushul figh yang menempatkan kemanfaatan
dan perlindungan terhadap kepentingan manusia
sebagai bagian penting dalam penetapan hukum.
Secara bahasa, al-maslahah (Aal=dl)) berasal dari
kata saluha (zle) yang bermakna baik atau
sesuatu yang mengandung kebaikan. Dalam
pengertian terminologis, al-maslahah berkaitan
dengan segala sesuatu yang mendatangkan
manfaat  (jalb al-mandfi) dan  mencegah
kemudaratan (dar 'u al-mafasid).**

Abd. Rahman  Dahlan  menjelaskan
pemikiran Imam al-Ghazali bahwa hakikat al-
maslahah adalah memelihara tujuan syara’
(magasid al-syari‘ah), yaitu menjaga agama (hifz

al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql),

24 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, Jakarta: Amzah, 2011,
hlm. 304-305.
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keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).>
Dengan demikian, kemaslahatan tidak hanya
diukur berdasarkan adanya keuntungan atau
manfaat  secara  material, tetapi  harus
mempertimbangkan apakah manfaat tersebut
sejalan dengan tujuan syariat dan tidak
menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.

Dalam perspektif wshul figh, al-maslahah
dapat dibedakan berdasarkan pengakuan syara’
menjadi al-maslahah al-mu ‘tabarah ( aabiagy
5 )@4ll), yaitu kemaslahatan yang diakui oleh
syara’; al-maslahah al-mulghah (B\-?jfd\ aaliadll,
yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’; dan
al-maslahah al-mursalah (sl Aalad)) | yaitu
kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus
yang mengakui ataupun menolaknya, tetapi
sejalan dengan tujuan syariat.

Dalam penelitian ini, teori al-maslahah
digunakan untuk menganalisis status PSN PIK 2
Tropical Coastland dan pencabutannya
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12
P/HUM/2025. Penetapan suatu proyek sebagai
PSN pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan

manfaat bagi kepentingan masyarakat dan

25 Ibid., hlm 306.
26 Ibid., hlm 315-316.
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pembangunan nasional. Namun, kemanfaatan
tersebut harus dipertimbangkan secara
menyeluruh  dengan kemungkinan timbulnya
mafsadah (33s4%), antara lain terhadap masyarakat,
lingkungan hidup, tata ruang, dan kepastian
hukum.

Dengan demikian, teori al-maslahah dalam
penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis
untuk menilai apakah penetapan maupun
pencabutan status PSN PIK 2 Tropical Coastland
telah  mencerminkan  upaya  mewujudkan
kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, dengan
tetap memperhatikan ketentuan hukum positif
yang berlaku. Teori ini menjadi teori pendukung
untuk melengkapi analisis yuridis terhadap
Putusan ~ Mahkamah  Agung Nomor 12
P/HUM/2025.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada tahapan yang
digunakan dalam pengumpulan data. Metode ini
mencakup analisis yang diterapkan berdasarkan teori
atau pengujian hipotesis untuk memperoleh hasil
temuan dan rekomendasi yang dapat memperluas
pemahaman. Penentuan metode penelitian yang
digunakan juga tergantung pada perumusan masalah

yang telah di identifikasi serta tujuan penelitian yang
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ingin dicapai. untuk metode dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan [library research
atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian
yang dilakukan dengan menelaah berbagai
literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah,
dokumen kebijakan, dan sumber-sumber resmi
lainnya untuk mengkaji eksistensi pencabutan
PSN PIK 2 menurut otonomi daerah di
Indonesia.?” Penelitian kepustakaan dipilih karena
fokus kajian terletak pada analisis teoritik dan
normatif yang berhubungan dengan teori otonomi
daerah, serta teori Maslahah menurut perspektif
Islam.

Dalam pendekatan 1ini, peneliti tidak
melakukan  pengumpulan  data  lapangan,
melainkan mengolah dan menganalisis data
sekunder guna membangun argumentasi ilmiah
yang kritis dan mendalam. Dengan demikian,
penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi
konseptual terhadap pemahaman tentang relasi

kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

27 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani,

Metodologi Riset Hukum (Klaten: Oase Pustaka, 2020), hlm 63.
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dalam menanganani kewenangan daerah pasca
pencabutan status proyek strategis nasional pada
pantai indah kapuk 2, serta merefleksikannya
dalam kerangka teori dan literatur yang ada.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif analitik, yaitu jenis penelitian kualitatif
yang bertujuan untuk menggambarkan suatu
fenomena sekaligus menganalisisnya secara
mendalam berdasarkan teori yang relevan.
Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji
berfokus pada eksistensi pencabutan PSN pada
PIK 2 menurut otonomi daerah di Indonesia, yang
tidak hanya perlu dipaparkan secara faktual, tetapi
juga dianalisis secara teoritik melalui perspektif
teori otonomi daerah, dan teori Maslahah dalam
Islam.?®

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
memberikan deskripsi mengenai peran pemerintah
daerah pasca pencabuatan status PSN dalam
proyek PIK 2, tetapi juga menganalisis bagaimana
teori-teori tersebut terimplementasi dalam praktik

kebijakan dan tata kelola pembangunan. Tujuan

B Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm 21.
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dari pendekatan ini adalah untuk memahami
secara kritis hubungan antara konsep otonomi
daerah dan kewenangan daerah pasca pencabutan
status PSN di PIK 2 terhadap pembangunan dan
keadilan sosial dalam kerangka kebijakan

nasional.

. Data

Studi literatur sangat berperan penting
sebagai sumber penelitian ini. Sebagian besar
sumber data dalam penelitian ini adalah data yang
mencakup bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam
penlitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data
primer, data sekunder, dan data tersier.
1) Sumber Data Primer
Data primer ialah bahan-bahan
hukum vyang mengikat. Adapun data
primer dalam penelitian ini terdiri dari:
a) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (Pasal 18
Ayat 1 dan 2).
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah.
c) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

d) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.

e) Buku Ushul Figh Karangan Dr. H.
Abd. Rahman Dahlan, M.A.

2) Sumber Data Sekunder

a) Buku

b) Artikel Jurnal

¢) Pendapat Ahli Hukum

3) Sumber Data Tersier
Data tersier merupakan informasi
yang memberikan  penjelasan  serta
pengarahan tambahan terhadap data primer
dan sekunder. Adapun data tersier dalam
penelitian ini terdiri dari:

a) Kamus Hukum

b) Ensiklopedia Hukum

b. Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang
dilakukan dengan cara menelusuri dan
mengkaji berbagai sumber tertulis yang
relevan, seperti dokumen-dokumen hukum,
peraturan perundang-undangan, buku, kitab,

artikel jurnal, laporan penelitian, serta sumber-
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sumber lain yang memiliki keterkaitan
langsung dengan subjek dan objek penelitian
ini. Melalui studi literatur, peneliti dapat
memperoleh pemahaman yang mendalam
mengenai teori-teori yang ada, perkembangan
terkini dalam bidang yang diteliti, serta
temuan-temuan sebelumnya yang dapat
memberikan perspektif dan landasan bagi
analisis lebih lanjut.
Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif
normatif dengan metode argumentasi hukum,
yaitu interpretasi, mengkaji, dan
mengonstruksi bahan hukum yang diperoleh

untuk menarik kesimpulan.

. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis
menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute
Approach), yaitu dengan menelaah norma-
norma hukum yang tertuang dalam UUD
NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Pendekatan  Konseptual  (Conceptual
Approach), merupakan suatu pendekatan

yang didasarkan pada berbagai perspektif



32

atau ajaran yang berkembang dalam ilmu
hukum.?
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ~ penyusunan  disusun  untuk
memberikan gambaran penelitian secara terstruktur
dan sistematis. Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab
sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari tujuh bagian, yaitu: 1)
latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan
pentingnya penelitian dilakukan; 2) rumusan masalah,
yang merupakan penegasan dari uraian latar belakang;
3) tujuan dan kegunaan penelitian; 4) tinjauan
pustaka, yang menguraikan literatur relevan yang
berkaitan dengan topik penelitian; 5) kerangka teori,
yang menjadi landasan berpikir dalam menjawab
permasalahan penelitian; 6) metode penelitian, yang
menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam
pelaksanaan penelitian; dan 7) sistematika penulisan,
yang menguraikan susunan bab serta alur penelitian
secara keseluruhan.

Bab kedua menguraikan landasan teori yang
merupakan pengembangan lebih mendalam dari
kerangka teori yang digunakan, yaitu teori Otonomi

Daerah dan Maslahah. Pembahasan dalam bab ini

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana
Prenada Media Group, 2010), him 177
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mencakup pengertian, dasar hukum, metode, aliran-
aliran, relevansi, serta aspek lain yang berkaitan
dengan kedua teori tersebut.

Bab ketiga berisi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 12/HUM/2025 tentang pencabutan PSN pada
PIK 2 yang terdiri dari uraian mengenai Gambaran
Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12
P/Hum/2025,  Pertimbangan = Hukum  Hakim
Mahkamah Agung Putusan Nomor 12 P/Hum/2025.

Bab keempat merupakan pokok dari penilitian
ini yang menguraikan hasil analisis teori terhadap
permasalahan yang diteliti untuk menemukan
jawaban. Teori otonomi daerah sebagai pisau analisis
terhadap implikasi pencabutan PSN PIK 2 terhadap
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan teori
Maslahah untuk menganalisis terhadap urgensi
pencabutan PSN PIK 2 di Indonesia dalam perspektif
Maslahah.

Bab kelima merupakan Penutup yang terdiri dari
kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian,

serta dilengkapi dengan saran.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
12 P/HUM/2025 yang membatalkan status Proyek
Strategis Nasional pada PIK 2, dapat disimpulkan
bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam
bidang penataan ruang, perizinan, dan pengawasan
lingkungan secara hukum kembali pada rezim
otonomi daerah. Putusan tersebut menegaskan
bahwa penetapan PSN yang sebelumnya
mengesampingkan kewenangan daerah dinyatakan
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, sehingga segala bentuk pengendalian
pemanfaatan ruang harus kembali mengacu pada
RTRW dan RDTR daerah. Dengan demikian,
rekonstruksi kewenangan daerah tidak hanya
bersifat administratif, tetapi merupakan pemulihan
kewenangan konstitusional daerah untuk mengatur
dan  mengurus  wilayahnya  sesuai  asas
desentralisasi, meskipun dalam implementasinya
masih menghadapi tantangan akibat keberlanjutan
proyek yang telah berjalan.

Ditinjau dari perspektif Maslahah, Putusan
Mahkamah Agung tersebut mencerminkan upaya
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menghadirkan  kemaslahatan umum dengan
membatalkan  kebijakan  yang  berpotensi
menimbulkan  kemudaratan, baik terhadap
lingkungan maupun hak-hak masyarakat lokal.
Putusan ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan
pembangunan tidak dapat dibenarkan apabila
bertentangan dengan prinsip keadilan,
keberlanjutan, dan perlindungan masyarakat. Oleh
karena itu, pasca putusan tersebut, kewenangan
pemerintah daerah harus digunakan sebagai
instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu
dengan melindungi hak masyarakat, memulihkan
lingkungan, serta memastikan bahwa setiap
kebijakan pembangunan selaras dengan tujuan
syariat, yakni menjaga kepentingan umum dan

mencegah kerusakan.

B. Saran

1.

Pemerintah daerah perlu melakukan rekonstruksi
kewenangan secara komprehensif dan
berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan
perizinan, melalui penyesuaian kebijakan tata
ruang (RTRW dan RDTR), evaluasi terhadap
perizinan yang telah diterbitkan, serta penguatan
fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
dan lingkungan hidup. Hal ini penting agar

pengembalian kewenangan tidak hanya bersifat
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formal, tetapi juga efektif secara substantif dalam
kerangka otonomi daerah.

. Pemerintah daerah dalam menjalankan
kewenangan tersebut harus berorientasi pada
prinsip  Maslahah  mursalah,  sebagaimana
tercermin dalam kesimpulan bahwa perlindungan
hak-hak masyarakat dan lingkungan merupakan
aspek yang belum optimal. Oleh karena itu, setiap
kebijakan yang diambil harus mengutamakan
kemaslahatan umum, mencegah kemudaratan,
serta melibatkan partisipasi masyarakat secara
aktif, guna mewujudkan keadilan sosial dan
keseimbangan  antara = pembangunan  dan

perlindungan lingkungan.
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